SALINAN

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG
TATA CARA PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT
MILIK/YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH

WALIKOTA SURABAYA,

! bahwa dalam tangka pelaksanaan tertib administrasi terkait dengan
pelayanan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, khususnya untuk jenis
pelayanan pemakaian Alat-alat berat, perlu menetapkan Keputusan
Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pemakaian Alat-glat Berat
Milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar calam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakafta, yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran
Negara Tahun 1865 Nomor 19, Tambahan tLembaran Negara
Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Nomor 3685), yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (L.embaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tgmbahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11
Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Dgerah;

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C);



Menetapkan :

b

Peraturan Daerah Kota Surabaye Nomor 21 Tahun 2003 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah {Lembaran Daetah Koia
Surabaya Tahun 2003 Nomor S/D);

Keputusan Woalikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2001 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota

g;:rigg?ya {(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahur 2001 Nomer

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA
PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT MILIKIYANG DIKUASA|
PEMERINTAH DAERAH.

BAB !
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

1.

10.

Daerah adalah Kota Surabaya;

2. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3.
4
5

Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;

. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;

. Dinas Bina Marga dan Utilitas adalah Dinas Bina Marga dan Utilitas

Kota Surabaya;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota
Surabaya;

Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Dinas Bina
Marga dan Utilitas Kota Surabaya;

Sub Bagian Perlengkapan adalah Sub Bagian Perlengkapan

Bagian Tata Usaha pada Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota
Surabaya;

Alat-alat berat adaiah alat-alat telnik yang dipergunakan dalam
pembangunan milik/yang dikuasat Pemerintah Daerah;

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah;



el
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JENIS PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

Pasal 2

Jenis pemakaian alat-alat berat meliputi :

a.

pemakaian mesin Phematic Tired Roller atau mesin gilas ban karet
berkapasitas 8 — 20 (deiapan sampei dengan dua puluh) ton;

pemakaian mesin gilas roda duaftiga berkapasitas 6 ~ 8 {enam
sampai dengan deiapan) ton;

pemakaian mesin gilas roda duaftiga berkapasitas 10 - 12 {sepulth
sampai dengan dua belas) ton;

pemakaian mesin gilas roda duaftiga berkapasitas 12 — 14 (dua
belas sampai dengan empat beias) ton;

pemakaian mesin gilas (Vibro roller) berkapasitas 2 (dua) ton;

pemakaian mesin gilas (vibro roller) berkapasitas 2,5 (dua koma
lima) ton;

pemakaian mesin pemadat tanah/compactor berkapasitas 0,25 (nol
koma dua puluh lima) ton;

pemakaian mesin asphal sprayer berkapasitas 800 (delapan ratus)
US Galion;

pemakaian mesin asphal sprayer berkapasitas 200 (dua ratus) liter;
pemakaian generator ligt berkapasitas 10 (sepuiuh) KVA;
pemakaian mesin petrol beaking hammer;

pemakaian mesin pendestrian;

. pemakaian mesin asphal kette!;

pemakaian mesin conorete mixer (molen);
pemakaian mesin compresor with;
pemakaian mesin water pomp {pompa air),
pemakaian mesin stemper vrana for plate,

pemakaian mesin pompa iumpur {ransh pomp);

. pemakaian mesin circuler Saw;

pemakaian dump truck.



BAS Il
KETENTUAN TAN PERSYARATAN PEMAKAIAN

Pocal 2
B Wkl Rl L

(1} Untuk pemakaian alat-zlat berat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2, pemohon harus mengajukan permohonan izin pemakaian
secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir
permohonan yang disediakan oleh Dinas Bina Marga dan Utilitas
secara lengkep den benar carta ditandatangani oleh pemohon
yang selanjutnya diserahkan kembali kepada Dinas Bina Marga
dan Utilitas dengan melampirkan persyaratan Kartu Tanda
Penduduk atau Kartu Keluarga;

(2) Permchonan izin pemakaian afat-zlat berat dapat dikabulkan jika
alat-alat berat dimaksud tersedia dalam keadaan baik atau tidak
sedang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain;

(3) Jangka wakiu izin pemakaian alat-alat berat sebagaimana
dimaksud daiem pasal 2, paling iama 6 (enam) hari dan dapat
diperpaniang kembali;

{4) Permohonan perpanjangan izin pemakaian alat-alat berat harus
diajukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum masa berlaku
pemakaian berakhir dengan memenuhi persyaratan sebagaimana
teisebut pada ayat {1);

(5} Jangka waktu penyelezaian permohonan izin pemakaian alat-alat
berat dilaksanakan paiing lama 1 (satu) hari kerja sejak
permohonan diterima secara lengkap dan benar,;

(6y Apabila permchonan izin pemakaian alat-alat berat ditolak, maka
diberikan aiasan penoclakan secara tertulis.

.
Pozal 4

Pengangkutan alat-azlat berat dari garasi/gudang miltik Pemerintah
Daerah ke lokasi proyek, serta pengembalian dari lokasi proyek ke
garasi/gudang millk Pemerintah Daerah, menjadi beban pihak
pemegang izin.

Pasat §

Pemegang izin pemakaian alat-alat berat berkewajiban untuk
memelihara aiat-alat berat yang dipakai dengan sebaik-baiknya dan
hanya mempergunakan alat-alat berat tersebut sesuai fungsinya serta
jika sampai terjadi kerusakan atau kehilangan atas alat-alat berat
dimaksud dan atau barang perlengkapan lainnya maka sepenuhnya
meniadi beban dan tanggungjewab pemegang izin untuk mengganti
dan atau memperbaikinya.



Pacal §
Pemegang izin pemakaian alat-alat berat dilarang untuk :
a. melakukan perubahan teknis pada zlat-alat berat yang dipakainya;
b, mengalihkan izin pemakaian alat-alat berat atau menyewakan
kembalii aiai-aiat berat tersebut kepada pihak lain;
Pasal 7
Polanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud daiam

pasal 6, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan
alat-alat berat ditarik kembali oleh Kepala Dinas,

BAR IV
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN (ZIN
Pasal 8

Proses pehyelesaian permchonan izin pemakaian alat-alat berat,
adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang telah
disediakan cieh Dinas Bina Marga dan Utilitas dan selanjutnya
menyerahkan formulir permohonan dimaksud dengan ditampiri
persyatratan yang dipetiukan kepada Kepala Dinas melalui Bagian
Tata Uszha;

2. Bagian Tata Usaha, berkewajiban :

a. melakukan penelitian dan pemerksaan terhadap berkas
permohonan;

b. memeriksa kondisi alat-alat berat yang dimohon;

c. memberikan pertimbangan berupa persetujuan / penolakan
permohonan;

d. membuat perhitungan refribusi dan menyiapkan konsep Surat
Izin Pemakaian Alai-alat Berat sesuai permohonan yang
diajukan, selanjutnya diserahkan kepada Kepata Dinas;

3. Kepala Dinas, berkewajiban :

a. meneliti dan menandatangani konsep Surat 1zin Pemakaian
Alat-alat Berat,

b. menyerahkan kembali berkas surat lzin Pemakaian Alat-alat
Berat yang telah ditandatangani kepada Bagian Tata Usaha;
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4. Bagian Tata Usaha, berfewajiban

a. memberikan dan membukukan nomor register perizinan pada
Surat izin Pemakaian Alat-alat Berat yang telah ditandatangani
Kenala Dinas;

b. memberikan surat pengantar pembayaran refribusi kepada
pemonon,

5. Pemchon, berkewajiban .

a. membayar retribusi pemakaian kekayaan dasrah kepada Kas
Daeran melaiui Bendahara Khusus Penetima pada Dinas
Pendapatan sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21
Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,

b. menyerahkan bukti tanda penyetoran retribusi kepada Bagian
Tata Usaha.

8. Bagian Tata Usaha, berkewajiban :

menyerahkan Surat lzin Pemakaian Alat-alat Berat kepada Sub
Bagian Periengkapan setelah menerima tindasan bukti tanda
penvetoran retribusi dari pemohon;

7. Sub Bagian Perlengkanan, berkewsajiban :

a. membuat surat perintah kepada petugas gudang untuk
mengeiuarkan aiat berat yang bersangkutan dan surat perintah
kepada operator untuk pelaksanaan/pengoperasian alat berat di

lapangat;

b. menyerahkan Surat izin Pemakaian Alat-alat Berat yang telah
ditandatangani Kepala Dinas kepada pemohon;

0

menyerahkan alat berat yang bersangkutan untuk dipakai oleh
pemohon dengan membuat Berita Acara penyerahan afat berat
yang ditandatangani oleh pemohon dan Kepala Sub Bagian
Periengkapan,

Pasal 9
Bagan alur proses penyelesajan permohonan izin pemakaian aiat—qla_t
berat adaiah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran | Kepufusan int.

Pasa! 10

Bentuk formulir permchonan izin pemakaian alat-alat berat adalah
sebagaimana dinyatakan dalam [ ampiran i Keputusan ini.



Pasal 11
Pomakaian alat-alat berat diberiken dalam benfuk Surat |zin
sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Il Keputusan ini;
Pasal 12
Keputusan ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.
Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditstapkan di Surabaya
pada tanggal 06 Aprii 2004
WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DW! HARTONO

Diundangkan di Surabaya

pada Tanggai 1Z Aprii 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
td
SUKAMTO HAD!
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 2/C

Salinan sesuai dehgan aslinya
an, Sekreiaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

HADISISWANTO ANWAR
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LAMPIRAN Il KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 1 14 TAHUN 2004
TANGGAL : 06 APRIL 2004

Surabaya,
Nomaor Kepada
Sifat Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota
Lampiran : Surabaya
Perthal  : Permohonan Izin Pemakaian Alat- di -
alat berat. Surabaya
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama P
Alamat PR
Bertindakatas nama ;. .. ... ... .. .. ..
Alamat e

Tempat, Tgl Lahir .
Pekerjaan e e e

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memakai alai-alat berat mlltkfyang
dikuasai Pemerintah Kota Surabaya berupa : . e

Alat berat dimaksud akan dinergunakan

1. UPEUK e
2. Lokasi P
3. waklu PeNQOUNABIN | . . e

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bersedia untuk mematuhi segala
persyaratan dan ketentuan yang ditefapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait
dengan pemakaian alat-atat berat dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan Kartu Tanda
Penduduk/Kartu Keluarga™.

Demikian nermohonan ini, sebelumnya kami sampaikan terima kasih,

Hormat kami

Materai
Rp. 6.000,-

(tanda tangan dan nama terang)

Catatan :
* Coret yang tidak periu
WALIKOTA SURABAYA,
Salinan sesuai dengan astinya ttd
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum BAMBANG DWI HARTONO

s

HADISISWANTO ANWAR



LAMPIRAN Ill KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 1 14 TAMUN 2004

TANGGAL . 08 APRIL 2004
BENTUK SURAT IZIN PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS BINA MARGA DAN UTILITAS

JL Jimerto No. 06 - 08 = (031) 5343051 s/d 5343057 Psw, 135 & 153 Fax, (031) 5313499
SURABAYA

SURAT IZIN
NOMOR : 563.1/ XX T

TENTANG
IZIN PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN UTILITAS,

a.  Surat parmchonan PP e

Tertanggal o A
Alamat P
Bertindak Ates Nama D
Alamat e e e e
Tercatat pada Agenda  : No, 503/ /43841/ Tahggat . ............ .....

Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesual dengan Peraturan Dserah Kota
Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 Retibusl Pemakalan Kekayaan Daerah dan Keputusan Walikota
Surabaya Nemar ... Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemakalan Alat-alat Berat Millk/ yang dikuasal
Pemerintah Daerah,

MENGIZINKAN

Nama e e e e
Alamat NPT e
Bertindak atas nama U
Alamat o e
Terhitung mulaitanggal @ ... . ... sfd L

untuk memakai sementara waidu kekayaan Daerah milik/ yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya :

Nama alat berat P :
dipergunakan ik R

Sesuat ketentuan dalam Peraturan Deerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 dan Keputusan
Walikota Surabaya Nomor .. Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemakaian Alat-alat Berat Milik/ yang
dikuasai Pemerintah Daerah serta mematuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran surat
izin ind.

Suratzin int bukan merupakan Hukt kepemilikan alat-alat beraf.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapet kekeiiruan, maka akan diperbalid atau ditinjau Kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi SURABAYA
pada tanggal ©

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN UTILITAS
KOTA SURABAYA,

AP

Pangkat
NtP,
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LAMPIRAN SURAT {ZIN
NOMOR @ 5931 436.44/.........
TANGGAL

KETENTUAN BAG] PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

1. Pengangkutan alat-alat berat dari garasi/ gudang milikk Pemerintah Daerah ke lokasi
proyek, serta pengembaliar dari jokasi proyek ke garasl/ gudang milik Pemerintah Daerah,
menjadi beban pihak pemegang izin;

2. Pemegang izin berkewajiban untuk memelihara alat-alat berat yang dipakai dengan sebaik-
baiknya dan hanya mempergunakan alat-alat berat tersebut sesuai fungsinya seria jika
sampai terjadi kerusakan atau kehilangan atas alai-alat berat dimaksud dan atau barang
perlengkapan lainnya maka sepeniuhnya menjadi beban dan tanggungjawab pemegang izin
untuk mengganti dan atau memperbaikinya;

3. Pemegang izin dilarang untuk
a. melakukan perubahan teknis pada alat-alat berat yang dipakainya;

b. mengalinkan surat izin pemakaian alat-alat berat atau menyewakan kembali alat-alat
berat tersebut kepada pihak iain;

4. Pemegang izin akan menyerahkan kembali alat-alat berat tersebut dalam keadaan baik
tepat pada waktunya sesuai dengan jangka wakiu yang ditetapkan dalam surat izin kepada
Kepata Dinas,

5. Pemegang izin wajib memperkenankan petugas Pemerintah Daerah vang akan
melaksanakan pemeriksaan atas alat-aiat berat yang bersangkutan.

WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DW!| HARTONO

Salinan sesual dengan aslinya
Rkretaris Daerah Kota Sumbaya




